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scbagai kepala keluarga tadi akan membawa kesengsaraan terhadap anak-anak dan
harta benda selama perkawinan.

Dalam hal inilah diperlukan peranan hukum (Undang-Undang No.1 Tahun
1974), dan juga peranan dari agama untuk menanggulangi masalah keluarga atau
perceraian ini. Undang-Undang Perkawinan (UU No.l1 Thn 1974) ini dikeluarkan
adalah bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perceraian akan

membawa dampak yang negatif terhadap pertumbuhan si anak.

B. Permasalahan

Seperti yang telah diuraikan, bahwa pada umumnya walaupun perceraian itu
merupakan urusan pribadi para pihak yang bermasalah yaitu (suami isteri), namun
perceraian itu membawa dampak yang sangat besar terutama bagi anak-anak buah
hati mereka dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Demi terwujudnya kepastian
hukum dan terhindamya sikap kesewenangan dari salah satu pihak terutama dari
pthak suami, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali peranan dari pada lembaga
pengadilan dalam mengatasi masalah keluarga ini yaitu masalah perceraian,

Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan out line Skripsi ini adalah
" sebagai berikut :
1. Bagaimana tata cara akibat perceraian bagi yang bukan beragama islam

menurut UU No.1 Thn 1974 Tentang Perkawinan ?

2. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap bekas istri dan anak-anak setelah

{

perceraian ?
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ayat (2) dan pasal 39 Undang-umndang No | Tahun 1974, scrupa dengan alas

an-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

tersebut sebagaimana dalam penulisan mengenai peraturan pelaksanaan dari

pada Undang-undang No. [ Tahun 1974.

1.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :
Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Maksudnya merupakan perbuatan-perbuatana yang sifatnya tidak saja
merugikan kepada yang berbuat tetapi juga akan menimbulkan kerugian
bagi pihak lain atau masyarakat yang dada disekitarnya. Perbuatan-
perbuatan mana dipandang oleh masyarakat sangat tercela.
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) dua tahun berturut
tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya.
Maksudnya adalah untuk melindungi pihak yang ditinggalkan, agar
jangan sampai segala kepentingannya diperkosa, baik itu kepentingannya
sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusiawi, akibat
tingkahlaku pihak lain yang meninggalkan tanpa ijin dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
Salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
Maksudnya adalah yaitu untuk melindungi pihak yang terhukum agar

jangan kepentingan sebagai mahluk sosial maupun pribadi terperkosa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam beA%E%lé Sa}g?grtrllnht_aegggi%lg/ ‘ﬁ%‘ﬁ%ﬁ‘ﬁ%ﬁﬁ 4Area



Sugita Sihombing - Tata Cara Perceraian Bagi yang Bukan Beragama Islam ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam b‘A%E%lé Saplzggrtrlln(}aeg gi%ig/ %’},ﬁ‘ﬁ{éﬁt&‘fﬂ%‘?&‘%’ 4Area



17

Sugita Sihombing - Tata Cara Perceraian Bagi yang Bukan Beragama Islam ...
I1al ini pun dapat membawa konplik yang tajam dalam kchidupan suami isteri
disebabkan penolakan-penolakan dari salah satu pihak untuk melakukan
hubungan. Penolakan-penolakan tanpa alasaan memang sudah pasti akan
membawa pertengkaran yang tak berakhir.

c. Faktor berlainan agama ataupun soal kepatuhan dalam menjalankan ibadah
agama dapat juga menimbulkan pertengkaran yang tak berkesudahan.
Terutama perbedaan agama paling sering merupakan faktor pertengkaran
antara suami-isteri.

d. Cara mendidik anak-anak, dapat menyebabkan pertengkaran ataupun akibat

pengaruh keluarga.™

14, M. Yahya Harahap, SH, Hukum perkawinan Nasional, Pencrbit CV. Zahir Trading Co, Medan
1975, Hal.
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isteri berupa uang yang memungkinkan bekas isteri itu dapat bertahan dalam suatu
cara hidup yang pantas selain biaya kepentingan dan pendidikan anak.

Dalam perkataan lain bahwa kewajiban suami terhadap biaya dan pendidikan
" anak-anak adalah kewajiban yang imperatif yaitu keharusan yang mesti dipenuhinya
sebagai tanggungjawab yang dapat dipaksakan tanpa pilihan oleh pengadilan.

Sedangkan pada masalah nafkah lahir bekas isteri sifatnya fakultatif
maksudnya pengadilan boleh atau dapat membebankan kewajiban pada bekas suami
untuk menyantuni bekas isteri, jadi tidak merupakan keharusan tetapi pengadilan
boleh atau dapat menetapkan kewajiban tersebut.

Kalau diperhatikan defenisi “nafkah lahir” itu, jika seandainya pengadilan
menetapkan kewajiban tersebut pada bekas suami, maka kebutuhan lahir adalah
meliputi kebutuhan pokok bagi seorang manusia dalam hal perbelanjaan sehari-hari
(kebutuhan pangan, sandang, pengobatan dan tempat tinggal), inilah kebutuhan
pokok yang paling minimum bagi seorang manusia yang harus dipenuhi oleh mantan

suami kepada mantan istert.

LA.2. Akibat Peceraian Terhadap Isteri

| Secara umum setelah putusnya perkawinan oleh karena perceraian dalam
suatu keputusan dengan demikian maka hak dan kewajiban akan hapus dan isteri
dapat memperoleh statusnya kembali sebagai seorang perempuan yang tidak kawin

yang bekas dan keterikatan oleh suami.
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Untuk dapat menikah/kawin lagi setclah terjadi perceraian maka memiliki

waktu tunggu untuk dapat memperoleh keterikatan sebagai isteri yang diatur dalam
ketentuan pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

1. waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat

2 ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan
130 hani

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang
masih berdatang bulan ditetapkan 3 x suci 100 hari.

Jadi akibat yang timbul karena perceraian tersebut kepada isteri, dimana
setelah ada putusan perceraian dari pengadilan, maka isteri juga berkewajiban untuk
memberikan nafkah kepada anak-anaknya apabila suami tidak mampuwtidak dapat
dalam membiayai hidup anak-anaknya yang dibawah umur (pasal 41 ayat 2 UU no. 1
tahun 1974.

Perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan atas tuntutan salah satu pihak
(pithak suami atau pihak isteri) dengan suatu alasan cerai tetapi tidak mempunyai
| penghasilan untuk hidup, maka pengadilan akan menunjuk pihak lain yakni pihak
kelﬁarga dan si suami atau si ister1 untuk memberikan nafkah kehidupannya dari
barang-barang kepunyaan keluiarga dari pihak suami atau isteri dengan jumlah
tertentu.

Mengenai pemberian nafkah dari pihak lain atas penunjukan pengadilan ini
haruslah mendapat ijin atau persetujuan dari pada si pemilik barang dari keluarga si-
suami ataupun keluarga si isteri. Hal ini dilakukan adalah untuk menjaga hal-hal yang
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tidak diingin dikemudian hari, juga untuk mengindari adanya tuntutan lain yang
datangnya dari pihak ke tiga.

Apabila kesalahan isteri sebagai penyebab terjadinya perceraian maka
merupakan alasan relevan untuk menolak tuntutan bekas isteri atas kewajiban
pembayaran nafkah lahir terhadap bekas suami. Namun bila kesalahan perceraian itu
" disebabkan kesalahan si-suami, maka layak untuk menghukum bekas suami sesuai
dengan pendapatan si suami. Dengan perkataan lain sesuai dengan kekdudukan
keuangan bekas suami.

Apabila secara kenyataan suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan
biaya penghidupan dan pendidikan anak, pihak pengadilan berhak menentukan bahwa
isteri juga ikut menanggung biaya tersebut terhadap anak. Dengan demikian UU
tidak mewajibkan si isteri untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan terscbut
terhadap anak, kecuali apabila si suami mampu si isteri luntuk membiayai pemelihara
dan pendidikan sianak, dan hal tersebut merupakan kewajiban moral.

Mengenai akibat-akibat dari pada perceraian terhadap isteri juga diatur
ketentuan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil ayat4, 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut :

| Ayat (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri maka ia tidak batas
bagian penghasilan dari bekas suami.

Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak berlaku apabila

isteri minta cerai karena dimadu.
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Ayat (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil, yang  bersangkutan
kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suami menjadi

hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

1.A3. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) apabila suatu
perkawinan putus karena perceraian, maka akan menimbulkan suatu akibat hukum
terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut secara hukum.

Kedua orang tua (ibu dan bapak) diberi hak yang legal untuk melaksanakan
pemeliharaan atau perwalian terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Dengan
perceraian yang sudah terjadi tentunya secara wajar orang tua tidak akan sepenuhnya
dapat memperhatikan kebutuhan dari pada anak tersebut, sebagaimana yang
diharapkan oleh seorang anak yang akan tumbuh menjadi dewasa yang masih sangat
] membutuhkan kasih sayang yang dirasakan sebelum perceraian kedua orang tuanya.

Hukum memberi hak yang sama kepada kedua belah pihak (orang tua) untuk
melaksanakan scgala kepentingan pemeliharaan anak-anak mereka, bertanggung-
jawab menyantuni baik pemeliharaan, pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan
anaknya tersebut, secara teoritis hal tersebut dapat dilaksanakan tetapi dalam
kenyataannya tentu hal tersebut tidak akan berlangsung oleh karena perceraian yang
sudah menjadi jarak yamg dapat mengakibatkan pengaruh kejiwaan anak dan

pengaruh terhadap lingkungan masyarakat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan dari

pokok-pokok yang sudah dibicarakan diatas dan saran yang perlu mendapat perhatian

kusus. Adapun yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Tata cara perceraian bagi yang bukan beragama Islam menurut Undang-

undang No. 1 adalah sebagai berikut :

a.

Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri adalah di
ajukan kepada Pengadilan Negeri.

Gugatan perceraian tersebut harus di tandatangani oleh penggugat atau
yang di kuasakan.

Setelah itu surat gugatan perceraian yang di buat itu di daftarkan oleh
panitera di dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

Surat gugatan yang telah di daltarkan di teruskan kepada ketua
pengadilan negeri untuk menentukan hari dan waktu perkara
perceraian itu di periksa di muka pengadialn.

Ketua Pengadilan memerintahkan untuk memanggil ke dua belah
pihak supaya hadir pada waktu yang telah di tentukan untuk itu,
disertai dengan saksi yang mereka kehendaki untuk di periksa dan juga

dengan membawa segala bukti-bukti yang di perlukan untuk itu.
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b. Tanggung jawab suami isteri terhadap harta perkawinan sctelah
terjadinya perceraian adalah berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri
yaitu

i. Kedudukan harta bawaan akan kembali kepada pemilik asalnya
ii. Kedudukan harta bersama akan dibagi dua sama rata atau seimbang

antara suami 1stert.

B. SARAN
Sebelum tulisan ini diakhiri, maka saran-saran yang hendak disampaikan
kepada pihak suami atau isteri atau kepada aparat penegak hukum adalah sebagai
" berikut :

1. Dengan terjadinya suatu perceraian yang berakibat terhadap suami, isteri dan
anak, maka hendaknya perceraian itu sedapat mungkin dicegah dan apabila
hendak melakukan perceraian harus dipikirkan dan dipertimbangkan tentang
baik buruknya.

2. Dalam Undang-undang No. | tahun 1974 mensyaratkan agar pengajuan
pemberitahuan perceraian dilakukan secara tertulis. Hendaknya dibuka
kemungkinan memberitahukan perceraian tersebut dengan lisan mengingat
masih banyaknya orang yang tinggal jauh terpencil yang belum mampu
menulis atau dengan perkataan lain masih ada buta huruf.

3. Hendaknya dalam membuat suatu putusan perceraian supaya dibuat suatu

lembaga harta bersama memudahkan pembagian bersama suami isteri apabila

UNIVERSIT XS pergergiandan adanya kepastion yang kuat dari hukum.
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